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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

I{ABUPATEN BLORA

NoMoR | 62 I PL.O2.5 -Kpt | 33 1 6 / KPU-Kab / IX I 2O2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA I(AMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2077 tentang Dana Kampanye peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil
Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang

Pedoman Teknis Dana Kampanye peserta pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2oll (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a7);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
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a

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten lKota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

1e 1 1);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 827);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

20L7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 8281;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2OI9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 929 |HK.O3.1-Kpt/04 IKPU lV l2OI9
tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah
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Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 31/PP.O1.2-Kptl 3316/KPU-KablIXl 2OI9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O, sebagaimana diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor 42 lPP.Ol.2-Kptl 3316/KPU-

KablVll2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 31/PP.Ot.2-Kptl3316/KPU-Kab/lXl2Ot9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tanggal 22 September 2O2O.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

DANA I{AMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

KESATU

KEDUA

: Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

: Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
atas:
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KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

1. Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

2.Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2O2O dari dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan Perseorangan;

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2O2O dari dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan Perseorangan;

4. Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan

dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Perseorangan.

Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 22 September 2O2O.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

DIN
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LAMPIRAN i
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA
NoMoR 62 I PL.o2.S-Kpt/ 33 16 / KPU-Kab I rX I 2o2o

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS DANA I(AMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAIiT

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O

adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan

Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka

dana kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2O2O dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan

dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O;

2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan

atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O selanjutnya disebut

Pilbup Blora 2O2O adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan

demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Blora 2O2O.

B
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3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan

tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU

Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pilbup Blora 2O2O berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang.

6. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional

hasil Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 yang secara bersama-sama bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

B. Kampanye Pilbup, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan

menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi

lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang

digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan

Kampanye.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK, adalah
rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang

dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye.

1 1. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah
pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau
saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan partai

Poiitik dan pihak lain.
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12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat

LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima

Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat

LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye.

14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan

LPPDK.

15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan

untuk keperluan audit.

16. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah

memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan mengenai Akuntan Fublik.

17. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

mengatur mengenai Akuntan Publik.

18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas

Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai

penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye,

dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye

19. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIPPENYELENGGARAPEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan,

berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri;

2. Jujur;
3. Adil;

4. Kepastian Hukum;

5. Tertib;

6. Kepentingan Umum;

7. Keterbukaan;

8. Proporsionalitas;

9. Profesionalitas;

10. Akuntabilitas;

1 1. Efisiensi;

penyelenggara Pemilihan
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Efektivitas; dan

Aksesibilitas.

BAB II
DANA I{AMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN I(AMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul;

dan/atau

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dari harta kekayaan

pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. badan hukum swasta.

6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan

Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai

Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon,

dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.

7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak

pidana, dan bersifat tidak mengikat.

8. Dana Kampanye dapat berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara

tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui

transaksi perbankan.
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10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda

tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang

wajar pada saat sumbangan itu diterima.

11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang

dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai

penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang

wajar pada saat sumbangan itu diterima.

12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan

harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik nilainya paling banyak Rp. 750.0O0.0OO,00 (Tujuh ratus lima puluh

juta rupiah) selama masa Kampanye.

14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

selama masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau

badan hukum nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tu.1uh ratus lima

puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama

penyelenggaraan Kampanye.

17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang

dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dari pihak lain.

18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas

penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1) nama Partai Politik;

2) alamat Partai Politik;

3) nomor akte pendirian Partai Politik

4) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;

5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7) jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana; dan

9) pernyataan pen5rumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
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c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat

b. perseorangan:

1) nama;

2) tempat/tanggal lahir dan umur;

3) alamat penYumbang;

4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) nomor Identitas;

6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;

7) pekerjaan;

8) alamat pekerjaan;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan pen5rumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. kelompok :

1) nama kelompok;

2l alamat kelompok;

3) nomor akta pendirian kelompok;

4l nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat

keterangan terdaftar;

5) nomor identitas pimpinan kelompok;

6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

7l Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila

ada;

8) nama dan alamat pimpinan kelompok;

9) jumlah sumbangan;

1O) asal perolehan dana;

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a). penyumbang tidak menunggak pajak;

b). penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c). dana tidak berasal dari tindak pidana;

d). sumbangan bersifat tidak mengikat.

d. badan usaha swasta:
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1) nama badan usaha swasta;

2) alamat badan usaha swasta;

3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;

5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;

6) nomor telepon/telepon gengam direksi/atau pimpinan badan hukum

swasta;

7l nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8) jumlah sumbangan;

9) asal perolehan dana; dan

10) pernyataan Pen)rumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

lg. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka

18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.

20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam

bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum

atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

21. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 19 dibuktikan dengan :

a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang

terdaftar, dari :

1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam

negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;

2l gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup

provinsi; atau

3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup

kabupaten/kota

22. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta wajib dilampiri salinan

akte pendirian badan usaha.

23. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara

memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai
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identitas penyumbang yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan.

24. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang

bersangkutan.

25. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan

penyumbang.

26. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi

ketentuan :

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud
dalam huruf c kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, paling

lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.
27. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan kepada kas

Negara.

28. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga
pasar yang wajar untuk barang tersebut.

29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang

batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
30. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau

Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain,
diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya
berpedoman pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA I(AMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,
perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye
yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen Kampanye / konsultan.

2' Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung
total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
a' rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
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b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

c. pertemuan tatap muka : jumlah peserta x frekuensi x standar biaya

daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen)

x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

e. jasa manajemen/ konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya

berpedoman pada Kabupaten; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang

jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten.

Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Kpu
Kabupaten berkoordinasi dengan :

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

calon; dan/atau

c. Petugas Penghubuog,

untuk mendapatkan masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan
rapat koordinasi.

REKENING KHUSUS DANA I(AMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.

2. RKDK untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik
dibuka pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik
yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. RKDK yang dibuka oleh Partai Potitik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka
atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan
bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan partai
Politik dan salah satu calon dari pasangan Calon.

4. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik
atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan
oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan partai politik.

4
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5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang

menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik untuk menandatangani spesimen RKDK'

6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Pasangan

Calon perseorangan.

T. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud padaangka 6 dibuka atas nama

Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan

bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.

8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 1 ditakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan

Calon.

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon Perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu)

nomor RKDK kepada KPU KabuPaten.

10. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik

dan/ atau dilakukan penggantian.

li. Salinan RKDK dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 9

menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.

12. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib

menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kabupaten.

13. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 12

disampaikan saat penyampaian LADK.

14. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 12

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada bank umum

paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

L6. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka

15 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.

17. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum

sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kabupaten untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa

Kampanye berakhir
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BAB III
PELAPORAN DANA I{AMPANYE

A. PENCATATAN DANA I{AMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan

Kampanye.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan

penerimaan Laporan Dana Kampanye.

6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam

pembukuan khusus Dana Kampanye.

7. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari pembukuan

keuangan pribadi Pasangan Calon.

8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti

pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dimulai sejak penetapan

Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib men5rusun dan menyampaikan Laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kabupaten.

2. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf

khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan

laporan Dana Kampanye.

3. Pasangan Calon wajib men5rusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK; dan

B
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C. LPPDK.

Pasangan calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua)

orang sebagai Petugas Penghubung.

Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib

disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada

KPU Kabupaten pada saat penyampaian LADK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

c. Saldo awal atau saldo pembukaan;

d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah

dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan

sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang

diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

2. Pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1

(satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari

sebelum masa Kampanye,paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

5. LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung;

6. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas

Penghubung.

7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap :

a. Cakupan informasi;

b. Format LADK.

8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.

10. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU

Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.

5
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D LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPANYE

1. LPSDK adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima

pasangan calon setelah pembukuan LADK.

2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten paling lambat

pukul 18.OO waktu setempat.

4. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

5. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas

penghubung.

6. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:

a. kelengkapan informasi; dan

b. format LPSDK.

10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.

1 1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU

Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA I(AMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan

Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat

1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 18.00

waktu setempat.

4. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Penyampaian LPPDK dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas

penghubung.

6. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas

penghubung.
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7. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.

8. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

9. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

10. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling

lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA I(AMPANYE

A. BENTUK PERII(ATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup adalah audit

kepatuhan.

2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang Dana Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan berupa Opini patuh atau tidak patuh.

4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana

Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Dana Kampanye.

B. SELEKSI I{ANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana

Kampanye.

2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan

audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

PERII{ATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP

yang ditetapkan KPU Kabupaten.

c
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2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:

a. tidak bera{iliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon Perseorangan;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti

pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan

Publik.

4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau

sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU

Kabupaten.

5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP

ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA I(AMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua

catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari I(AP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan

dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1 . KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten.

2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan

pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan

Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari I(AP.
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4. KPU Kabupaten mengumumkan hasit audit laporan Dana Kampanye paling

lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan

dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang

berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing

dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha

milik desa atau sebutan lain.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan :

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sesuai tingkatannya,paling

lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.

3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai

auditor:

a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau

penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan

Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupatenf Kota, pejabat

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/Kota; dan
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pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP,

kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal

dalam hubungan kerja sehari-hari.

SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

dalam iaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A

angka 17, dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka

22, dlkenai sanksi sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi

berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten

sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III

huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan

Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak

memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya

dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan

audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi

berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai

Pasangan Calon.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau

Pasangan Calon perseorangan;

b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.

11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

e

B
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BAB VI

PEDOMAN TEKNIS

1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Dana

Kampanye dengan berpodaman pada Peraturan KPU.

2. KPU Kabupaten menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye peserta

Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan pedoman teknis yang

ditetapkan oleh KPU.

3. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye,

mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan,

program, clan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka pembukaan RKDK dan

pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang

bersangkutan; dan

b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan tapi

ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan maka pembukuan Laporan

Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan

kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti

tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan

Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwai

penyelenggaraan Pemilihan.

4. Pasangan Calon'x,ajib:

a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah

ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten;

b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan

c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan

KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan

Pemilihan.

5. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK pada bank umum sebeium

dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calon

dapat menggunakan RKDK tersebut.
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6. Dalam hal penetapan Pasangan Calon telah melewati jadwal penyampaian LPSDK,

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam peraturan

KPU 5rang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyeienggaraan

Pernilihan.

7. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon adalah

sebagai berikut:

a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sehelum waktu

penyampaian LADK;

b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan

pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK;

dan

c. periode pemhukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

oteh KPU Kabupaten sa.mpai dengan berakhirnya masa kampanye.

BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

2. Pelayanan terdiri atas konsultasi :

a. telepon;

b. surat elektronik (email); dan

c. tatap muka.

3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh

asosiasi akuntan;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat

nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda

tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten; dan

4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon

wajib menJrusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye

untuk mendukung Pasangan Calon.

.
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6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan kampanye dalam pembukuan

penerimaan laporan dana kampanye Pasangan Calon;

7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses

oleh:

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan/atau

d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

8. Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye disampaikan secara

tertulis kepada KPU Kabupaten.

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi

pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

ll.Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP

sebagai bahan audit Dana Kampanye.

l2.Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon

dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

SEKRETARIA

DIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,
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I.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 62 I PL.O2. S-Kpt/ 33 1 6 / KPU-K ab I IX I 2o2O
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

JENIS T'ORMULIR LAPORAN AWAL DANA I(AMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1 Formulir Model
LADKl.PARPOL
Formulir Model
LADK2-PARPOL
Formulir Model
LADK3-PARPOL
Formulir Model
LADK4-PARPOL
Formulir Model
LADKS-PARPOL
Lampiran Formulir
Model LADKS-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

A

B

2

3

4

5

6

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penprmbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;
LADKl-Perseorangan

2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
LADK2-Perseorangan

3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;
LADK3-Perseorangan

4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
LADK4-Perseorangan Dana Kampanye;

5. Formulir Model : Daftar Penerimaan sumbangan Dana Kampanye;
LADK5-Perseorangan

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain perseorangan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

B. surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum swasta.
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II JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

A.

1

2

Formulir Model
LPSDKl - PARPOL

Lampiran Formulir
Model LPSDKI-
PARPOL

Formulir Model
LPSDK2-PARPOL

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penlrrmbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDKl-Perseorangan KamPanYe;

2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan

LPsDK2-Perseorangan PenerimaansumbanganDanaKampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

III. JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDKI- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan

PARPOL Pengeluaran Dana KamPanYe;

2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

PARPOL Kampanye;

3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

PARPOL

4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;

PARPOL

5. Formulir Model LPPDKS- : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon

6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDKS-PARPOL Kampanye;

7 - Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

4

5

6

B.

3

4

5
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B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDKI- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Perseorangan Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Perseorangan Kampanye;

3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Perseorangan
4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;

Perseorangan
5. Formulir Model LPPDKS- : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Perseorangan Kampanye;

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataal Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

DIN
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MODEL LADKI-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN trIAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN UIAXIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN AWAL DANA I{AMPANYE
Periode_s/d s

Tanggal Pembukaau Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

4

5

6

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. Penerimaan 7

1 Pasangan Calons
2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total

Penerimaan)e
3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan r0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompokrl
5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal2
6. Lain-Lain Komitmenr3

B. Pengeluaran.
I Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasls

b. Pertemuan tatap mukal6
c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa

cetak dan media massa elektronikrT

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyel8
e Penyebaran bahan kampanye kepada

umuml9
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undanganzo

8. Lain-lainzt

2. Pengeluaran Moda122

a. Pembelian Kendaraan23

b. Pembelian Peralatan 2a

c. Lain-lain2s

3. Pengeluaran Lain-Lain26

a. Pemberian Piutangzz

2
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

b. Pembayaran Utang28

c. SALDO PER29

Kas di Rekening Khusus3o

Kas di 3l

Barangsz

Tagihan kepada 33

Utangs+

CALONGUBERI{UR/BUPATI/WALIKOTA* CALONWArILGUBERNUR/WAKILBUPATI/WAKIL

ttd.
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai denganpenetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
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13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.
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29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh

KPU.

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per

tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana

Kampanye beserta jumlahnya flumlah kas per tanggal penetapan Pasangan

Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per

tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

36. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiatau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu
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MODEL LADK2.PARPOL
LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GI'BERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA
NAMA PROVTNSI/ KABUPATEN/ KOTA _ I

NAMA PASANGAN CALON 

-2

DAT"TAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPAIYYE
PERTODE_S/D_3

CALON GUBERNI'R/ BUPATI/WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

CALON lIIAKIL GUBERNUR/II'AKIL BUPATI/WAKIL*

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi !r@a Provinsi/Kabupaten/Kota t mpat p4mge Calou @netonk n diri.
Dibi ll,m Pa@lge c.lon yerg Eclaporkd Dtu X@pmye.
Diisi.tcng6 pdiode pelarDE 6ampai dedgu toggrl Fnetap6n pengm Caton oleh I(pU,
Dii.i dcn8m nmo! urut kegiatan.
Dii.i denSen talgFu pad. ssr p.naelude redadi.
Diisi daEd nmoi buLtil@g m unjukan admya rEngeluaEn Dsa l(mper€ dapat bcrupa kuitansi! bul4i tr6nsf.r, buLti pdg.ltEd atau brikti p.ngel@ lainf,ya,
Dnsi dqE6 batuk aktivita! Kmpdye dapat b.rupa,
a. PqEelu.@ Opcrsi

1.
a

3.
4.
5.
6.
7.

No. a Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rpls
Jumlah Non Kas

(Unit)s

Klasilikasi Pengeluaran to
Keteranganl I

I loa 2 lob ! loc
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I) P.rt@ue terbatas meliputi mtara lain Eansaksi biaya sek geduS/flangd, cetsk udaiSs, roto @py, alat tulis kantor, kdsportasi, koisunsi, pdizind dan
lain lain pmgeludan t rkait dcDgaD altivitas Epat terbataE,

2) Pe.temum tatsp muka, mcliputi tta.a.ksi antaa lain biaya swa geduna/t1Ego, c.tal un.luau, Jbro @py, alat tulis kutor, tEnsporta.i, konsumsi, p.rizine da
lain Iain peng.lu@n t rkait dengar aktivit* tatap mu*a.

3) Pembuata!/Produki iklan di o€dia llEsa etsr< du media !!asa clckronik m.nekup ttus.lsi etda lain biaya pcmb@td (biaya prcduk.i) ik]Iatr Mcdia tlEsa
c.taL dm media mssa €leLtrcnik.

4) P€mbmtan de$ir alat pqaga k@p6ye m€n@kup tresksi dtah laiD biaya jaa pcmbuatan &sain arat peraga X@panye sebagai@a dimaksud d.lah pentud
ysna mogatur tcntaaS KamPey€.

5) Pcly€batE balld Kampsny. kcpada uuE mmcakup k€giatan ydg maidburkan eans]<si, terusut biaya pr.duksi d& p.ny.bam bahan IGrpdye y6g
dibiaysi oleh Patug& Cdotr, antsra lah biaya bahe Kampmye b.tupa pakaid, pmutup kcpala, alat EitrE, kalender, k itu nda, pin, alat tulis, payung
dh/at{u stikcr paling besd u}!1,1E lO cfr x 5 cm r*uai PcraturaD rPU yeg mcngatur tqltarg K6np6ye.

6) (cgiatan lain y68 tid.k hclanggtr laiegu Kampsye PemiEhan dan peturd peMdans-udarud tua@kup etan lain ki8iatd k€budayam (pdta! sai,
Paa€n my5, kdffi musik), kcsiatan olah raga lgdak jalan santai, sep.da @tai), k giatar sosiar ftaa, donor dsah, perlombae, han ulma tahun), ds kdtEye
helalui E dia sosial.

7) tain-L.b Dcn.alup tlaNaksi pen8€Ium s.lair k giato pcrtemue terbat4, pert€mlle tatap muka, p.mb@td iklan media msa, p€mbutan de*in a.lat pdaga,
Pcny.b@ bahm kahpdye, du kegiatar lain yeg tida.k meleggar ldangm Kmpdye dd perature petudoS-undEnge, seperti biaya adminiEtlsi bmk.

b. Penget@ Modar
1) P.mbcliu l(cndafutr dtui denge jumlah/banyalnya k nddae yaos dibcli dan dinilai dense rupial kenatalam tec.but b.rilasdkan harga pa.e.
2) Pcmbclid Peralatan diisi dengu jlnlgn/buFkn z poalatd ymg dib€li d.n dinilai d€ngan rupiaI p€ralatd td.ebut b€rdawkan hdga pa@. Pembelid pcralatd

speni komputer, inEnlffi! dm lair-lain.
c. P.nA.luam lain-lain dillE p.naetle@ opcBsi dan pmgeluala modat,

8. Dnsi denge n ai rupi.I pcnseluE ydg dikclEl@ 6e@ tumi dd/atau konrcBi baErs/ jsg ke d.raE dlai Rupiah, Rp lRupiah) bcrupa uais hgrus disajikan darm
bcntuk @ta usna Rupian. Apabila tcrdapat ruta umg lain, n5rd ssjiko dalsm b.ntuk konvcrsi m.ta ueg tcebut kc dalaE mta usA Rupiah dengm kurs t ngah bsnk
Indonesia pada t rggal Eansaksi.

9. Diisi dmso juela}l satum uit pengelustu berupa t darlg/j8a ymg dikellEkd, Unit berupa pqsellEm berupa barEs d.n jasa, h@B disajikan dald botuk €hDn
brmE dan ja.a t@ebut. Jik{ baErg dm jss tc.but alapat diketahui nilai rupis}rnya, maka sajikd J'uga nilai tupish baran8 dan jae tmebut b€rdMkan hatga ped,
C@tohaya mtEa lain jasa dtis, souu d susrerL sc@ !@ggurE, ttusportasi, dd lain-lain.

rO. Xolom Klasi6kasi Pen8.Iu.@ diisi d.dganl
a. ctk list pada kol@ I arEbila p.ngeltEe b€ms.l ddi p6gell,€,u op6si.
b. C.k lbt pada kolom 2 apabih p.nSelurd b.Esal dai mod!.I.
c, Cck li3t Pada kolom 3 apabila !.ngelud6 b.E6al ddi pengelu@ lain-lrin.

11. Pada Koloh (et€rdgsn dii.i d6ge hal-hal lain yee p€rlu dij.las*m.
12. ktersnSu tmbatEl

a, Dafiar Aktivitas do PengeludD Doa (epuJE dil@piri dengm Buki bulti Trdsslsi Pengeluatu.
b. Untuk Pemilihd Gub.mur de WaLil Gubcmur, kpota ditddategdi oleh Pasd8an Caron Gub.Eur de w'Lil GubcEur.
c. Untuk Pcmiliha Bupati dan Wakjl Bupati atau Walikota da! Watil Walikota, Lap6d ditddataigmi oleh Pasdge Cs.lo! Bupati dlr Wa.kil Bupati/Pasangd Cal6

Walikota de walil Walikota,
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MODEL LADK3.PARPOL

LOGO PASAITGAN
CALON

PEMILIHAN GIIBERNUR DAN WAKIL GUBERIVUR/BUPATI DAN IIIAKIL BUPATI/ITALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

-1

NAMA PASANGAN CALON 2

DAI"[/IR SATDO DANA KAMPANYE
Periode _s/d _3

NO4 URAIANs JIIMLAH IIAS lRp) o JITMLIIH NolI KAS (Unitl 7 KETERANGAN8

CALON GUBERNUR/BUPATI/\IIALIKOTA*

ttd
-Nama Leugkap-

WAKIL GUBERNUR/WAXIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-
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Lqp6u ini dbu.b olet Passgm Cqton

1. Dii.i.l.n8u l:@ ProvinBi/IGbulatd/Kota t mpat PE.drgo calm mcncalo.ke diri.2. Dii.i tiMa PE&ngd Calon Jeg o€lapqke Dsa r(.opanya
3. D!.i daad pdiod. p.lapom .aorEi <l.nsm tuggar lEetape. pasdg@ Calon oLh Kps.4. Dli.l d6gan nmor utut,
5. Diisi <leDcan laldo a*rl p€hbuka Rckcdns Khulu. Da@ Xarpmy. dd sldo akhir siod. tutuD bulla.6. Diisi dcnsu Dnai rupiah apabila sldo/l@ t rs€but b.rb.nruk rEns tunai Apabila terd;pat nata ;ng lain, n ta s4iLan d,lm b.otu* konwfti mta uans td.but t dat Emt lEs taupiah ddEh kE r.n8!b Banh hdon d. pad. @ccal l!.n*kd.7 Dij.i denge juE .]l $llE uniL.p,bila caldo/ka3 t r*bur letupa b.ff& Unit b.rupa h:Ens hd. dtajike dar.h b.nhrk snrd bafus t r!€bur. Jika buans t r*bur

dapat diketqhui lai rupiahnya, maka.qjike jusa nilai rupi.i bens r.Ebut b€rdalElcn hdxl pasa.a, Pada Kdm IGt rEhgs dii.i d6gm tEl-hd tain yug lslu dijetaskd.9. (€t.regm t@ba.hu:
a. Utrtuk P.militE Oub.mur.Iqn Uralit cubmur, tapotu dft.n&ragdi oleh psarge Cabn cub.Eur.ran wakit cub.mu.
b. ultuk P.dlihe Bupati du wakil Bupati atau w.likota d6 watil walikota, tapoEn dft$dategdi oLh psuau caton Bupati rld wakil Bupati/pas.ns& calon

Walikora dd Wak w.likora
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MODEL LADK4.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN \IIAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/I(ABUPATEN/KOTA 

-

NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL 

-S/D-
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota

Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _ periode tanggal

sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab pasangan calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun

- 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan

telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6' Bahwa apabita dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggun gi awabkannya.
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALONGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALONWAKILGUBERNUR/WAKILBUPATI/WAKI

WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap- ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu
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LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*I

NAJUA PROVINSI/I{ABUPATEN/KOTA 

-2

LAPORAITI PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN

Periode tanggal 

- 

s/d _4

Ketua Parpol/cabungan Parpol
ttd.

-Nma Lengkap-

Keterdgm:

Laporm ini disusw oleh Ptrtai Politik atau cabungan pdtai politik

r Diisi dengan nma Partai Politik atau Gabungan partai politik pengusung pasmgan calon.
2 Diisi dengm nma Provinsi/Kabupaten/Kota tempat pemilihan berlangsug
3 Diisi dengm nma Pasmgm calon ymg diusung partai politik atau cabungan prtai politik.
4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangm Calon oleh KpU).
5 Diisi dengan nomor urut.

3

....,...................20...

Bendahara Parpol/ Gabungm Parpol
ttd.

-Nama L€ngkap-

MODEL LADKS.PARPOL

No.s Tanggal6
Jumlah Sumbangan 7 Bentuk Sumbangan 8

Asal Sumbangane
Nomor Rekening

Penyumbanglo
Nomor Rekening

Penerimall Buktir2 Keterangan l3
(Rpl '^ Unit 7b Tunai8" Barang8b Jasa8"

l
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6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

7 Diisi denganjumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Daa Kampanye yang diterima
a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kmpanye berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kmpanye berupa jasa

9 Diisi dengan asal sumbmgan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye

10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbmgan tunai)

11 Diisi dengm nomor rekening penerima sumbangan Dana Kmpanye(sumbangan tunai)

12 Diisi denge bukti sumbangan Dana Kmpanye(bukti transfer, nota barang, dll)

13 Diisi dengm ketermgm terkait sumbmgan Dana Kampanye

14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon
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II,CO PARFOL/OAAUilOAT
PARPIOL

PARTAI FOLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAI{ PIMPINAI{ DAERATI PROVINSI/IGBUPATEI{/KOTA1

I{AMA PROVINSI/KAAUPATEN/ KOTA 

-2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBATGAN DANA KAMPANYE PASANGAIY CALON 3

PERIODE _B ld- '

LI\MPIRAN FORMULIR MODEL
LADKS.PARP'OL

NO
ASAL SUMBAITGAN
DANA KAMPANYE

BENTI'I( SIIMBA.I'IGAN DANA KAMPA.}ITE
JI'MLIIH

lRp.) "
KETERANGAI{ 9

UANG 5 BARANG 6 JASA 7

(Rp.l (RD.l 6' lUnitl 6r lRD.l 7' (Bentukl fr

Pasmgan Calonlot.
a- Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotato'
b. Nma Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakit

Walikotarob

2. Partai Politik dm/atau Gabungan Partai Politik I I

a. Nama Partai Politikl t'

b. Nama Partai Politikrrb

c. dst.

Sumbangan Pihak lain Perseo.argm 123.

a. Nama Pen]rumbang '2" : ...................

No. Telp Penyumbmg r2":

No. Identitas Penyumbang'20:..................

No. NPWP Penyumbang r2"

b. dst.

4 Sumbangan Pihak lain Kelompok 13

a. Nama Kelompok 13'

Alamat Kelompok r3b:

No. Telp Ketompok 13"

I

Almat Peny:mb*g'20, .................
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b. dst.

Pihak Lain Badan Hukum Swasta r{

Nama Badm hukum Swasta la' 
:

5.

Alamat Badan hukum Swasta lab :......

No. Telp Badan hukum Swasta ta" : ...

No. Identitas Badan hukum Swasta lod 
:

No. NPWP Badan hukum Swasta rao

dst.

TOTAL TOTAL ,5 TOTAL 15
TOTAL 15 TOTAL 15

Ketua Parpol/Gabungm Parpol

ttd.
-Nama l€ngkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.

-Nama l€ngkap-

Keterangan :

Laponn lnl dlcuaua oleh Partal Polltlk ateu Gabugar part.l poUtltt
1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan partai politik pengusung pasangan calon
2. Diisi dengm nma Prcvinsi/Kabupaten/Kota tempat pemilihm berlangsung
3 Diisi dengan nma Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan partai politik
4' Dituliskan Periode Laporan Penerimam Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tmggal penetapm pasangm Calon oteh KpU).
5' Diisi dengm total penerimaan sumbangm Dana Kampanye ymg berupa umg dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikm

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank lndonesia pada tangtal trmsaksi.
6. Penerimam Sumbangm Dma Kampanye yug berbentuk brang:

a' Diisi dengm jumlah penerimaan sumbmgm Dma Kmpaye dengm nilai Rupiah yang merupakan hasit konversi bumg ke dalm nilai Rupiah berdasarkan hilga pastr
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa baang yang diterima.

7. Penerimm Sumbmgan Dma Kmpmye ymg berbentuk jasa:
a' Diisi dengm jumlah penerimaan sumbangan Dma Kmpmye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalm nilai Rupiah berdasarkan hrga pasa.
b. Diisi dengm bentuk sumbmgan berupa jasa yang diterima.

8' Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kmpanye dengan nilai Rupiah (merupakm hasil penjumlalm tiap bilis pada kolom S + 6a + Z a\
9. Diisi dengm hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincim jumlah unit pada kolom baang dm jasa.
10. Penerimaan ymg berasal dari Pasangm calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayam pribadi pasangm Calon:

,

No. Identitas pimpinan kelompok 't1' ..,......

No. NPWP pimpinm Kelompok 13"
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a. Diisi dengm nama Calon Gubemur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimamnya
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakit Walikota beserta nilai penerimaannya

a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nma Partai Politik beserta nilai penerimaannya

12. Diisi dengan jumlah sumbmgan Dma Kampmye ymg berasal dari sumbango pihak lain perseorangm.

a. Diisi dengm nma penJrumbmg

b. Diisi dengan alamat penyumbmg

c. Diisi dengm nomor telepon penyrmbang yang dapat dihubungi (akt{
d. Diisi dengm nomor ideotitas penlrumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbmg (apabila ada)

13. Diisi dengu jumlah sumbmgm Doa Kampuye ymg berasal dari sumbmgan pihal lain kelompok sesuai identitas penyumbmg kelompok.

a. Diisi dengm nma kelompok penyumbmg

b. Diisi dengan alamat kelompok peny:mbang
c. Diisi dengm nomor telepon kelompok penyumbang yilg dapat dihubungi (eLtif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengm Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

14. Diisi dengan sumbangm ymg berasal dari sumbmgm badan hukum swasta sesuai identitas penlumbmg badm hukum swasta.

a. Diisi dengm nma badan hukum swasta penJrumbmg

b. Diisi dengm almat penlrumbmg

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinm badm hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengm nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badm hukum swasta.

e. Diisi dengm Nomor Pokok Wajib Pajak badm hukum swasta

15. Diisi dengan total keseluruhm penerimaan sunbangm Dana Kampanye ymg diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungm Partai Politik ditmdatmgani oleh Gabungm Partai Politik pengusung Pasmgan Calon dan cap Pasmgm Calon

*pilih salah satu

J
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN ItrAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
AsalPerolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama PasanganCalon

SURAT PERNTATAAN PEI\TYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA I(AMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (akti|
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERII'TATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN UIAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LN)KI.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA I(AMPANYE
Periode-8/d 

-3Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

4

5

6

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. PenerimaanT

I Pasangan Calons

2 SumbanganPihak Lain Perseorangane

J Sumbangan Pihak Lain Kelompoklo
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastatl
5. Lain-Lain Komitmen12

B. Pengeluaran. l3

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasla

b. Pertemuan tatap mukals
c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan

media massa elelrtronikl6

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyerT
e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum18
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang-
undanganle

8. Lain-lainzo

2 Pengeluaran Modal2r

a. PembelianKendaraan22

b. PembelianPeralatan2:

c. Lain-lain2a

J Pengeluaran Lain-Lain2s

a. PemberianPiutangzo

b. Pembayaranutang2T

c. SALDO PER 2ir
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

Kas di Rekening Khusus2e

Kas di 30

Barang3l

Tagihan kepada

Utangas

CALONGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALONWAKILGUBERNUR/WAKILBUPATI/WAKIL

lIIALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon

oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan

pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan

kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.

12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

i5. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

ttd.
-Nama Lengkap-
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17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang
dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan
olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiataa sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran moda-I.

26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal

penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana

Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU).

31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

35. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota.

*pilih salah satu
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MODEL LADI(2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

-I

NAMA PASANGAN CALON 

-2

DA.T'TAR AKTTVITAS PENGELUARAN DANA KAMPAINTE
PERTODE 

-S/D - 

3

No. a Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Unit)e

Klasifikasi Pengeluaran ro

Keterangant t

1 roa 2rob 3 Ioc

CALON GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAISL GUBERNUR/WAIilL BUPATI/WAJilL

WALIKOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Dfti nma Pr@in.i/Xqbqatcn/rota t Epat Pasan8u Cslm hocalorld diri.
Diili nma Pasarlgd Cal@ yag mclapdka DaE Kapaityq
Dnsi dcnge p€riod€ pelapota smpsi dengs tanggar paetapan Paar8e Calou olch (PU.
Dnsi d.nge r@or lDt k giat&,
Dfti ddrsa! tanssat pada 3aat penseluaE tqjadi.
Diisi dengan nohor bukti yarS menunjukan adenya peng€ludan DaE Kmpany. dapat bcrupa kwitusi, buku tru.f.r, bukti peryellre atau bukti p€ngellEm lainnya.
Dtui deSe b.ntuk aktivitas klmpdye dspat b.rupa:
a- P.lgclutu Op.ra.i

1.
2.
J.

4.
5.
6.
7.
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9

10

1) P.rtcmue tcrbatas m.liputi @tEH lain trmsaksi biaya sem Aedu8/@nAan, cetal undsngm, /oto @pr, alat tuliE kantor, Eesportasi, konsumsi, pcrizine d@
Laintain pengEllEaf, terkait dengaa aldvitN rapat t.rbatas.

2) P€ft€mus tatap muka, meliputi tlansak.i antara lai! biaya ..wa gcdung/ruegan, etak urdm8u, ,oto @pV, alat tulis kentor, tlansportasi, konsumsi, pdirino ds
Lainlain p.ngel@ terksit d.DCBn altivitas tatap muka.

3) P€nbuatar/PEdrksi iklan di media ros*.etak dm media mass cl.kronik mcncakup tld.alai et@ lain biala p.mbEf!. (bi5ya Ptudur<si) ikld Media lrBsa
cctak dan mcdia @.sa cl.ktronik.

4) P€mbwtan deBain a.lat peraga kampeye rencakup ttmsakBi etda lai. biaya jasa p@butd desain alat p.raga I<&p8nye sebagai@ dimak$d da.ld p@tu,a
yana medaatur t€ntlr8 remPeye.

5) Peny.b@ bana I(mpdye kcpad,a auE m@cal,!p keEiatan yog m.nimbr 6n bansalBi, tel@.uk biaya prcdulsi dar pcnyeb@ bah4 Kdpady. ydA
dibiayai oleh Pasangm Calon, 6taE lain biaya balEn Xmp6y. b.rupa par<aim, Fnutup k pala, alat minum. kaiend6, kdtu nma, pin, elat tulb, payung
dm/atlu stiker paling b.ss ukuM l0 m x 5 m, ssuai P€raturm KPU yeg mengatur tmtaDA Lepanye-

6) (cgiato lain ,@g tida.k melarlssa la@sm ranpanye tunilihe dan p@turs pmnddg undar€d mencakup dtEa laitr kcgiate kcbuday@ {pcDta! sdri,
panen !aya, konser musik), kegiato ol.ah rasa {sda.kjalan 6dtd, s.pcda sotai), k sratan sosiar F@r, donor damh, pdlombae, hari ulang t }un), de kampany€
m.lalui media sosial

7) L€in-Lain mocakup twlatEi FngdlEm *l!h k giatsn pdtemun terbata8, pertemlle tatap Euka, pembEtaa iklan media mda, p.mb@tm d.siD alat paaaa,
pctrycb@ balo kampdyc, de kcSiatan lain yan8 tidek melarygar la@gd rmpanye du peraturd perundog-undmge, s.pcrtr bEya admidistra.i baDl<.

b. Poselua,a Modal
1) Psnb.li& ( dai5fu diisi ded8an J'uriah/banyaknya kenddge ymg dibcli da! dinilai d.nge rupiah kcnddam t G.but b.rdaskan harAa pas.
2) P.mb.lian P.ralatan diBi d@gm l'unran/bsyaroya ptralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah p.ralate teebut bcrd@kan h{ga tl€s. Pdnb.lian p.Elatar

sepqti komputer, if,lqtdis datr lai!-lain,
c. Pengelu@ lain-lain dillE lEngellllEtr op@.i dan paa.luffi hod.l.
Diili ddrgm nilai rupia.h !€ngellEm r@s dikclurkar scc@ tu! dan/atau konvcrsi baEnS/ j8s ke dalem nihi Rupia}, Rp {Rupienl berupa ueg har3 diejika dalas
bentuk mata uan8 Rupiah. Apabila terdapat mata uang lai!, maLa sajikan dalu b@tuk kodver.i mat! ud8 tcrs.but ke dalam mta udg F&Piah d€ngar ku6 tenga.lt banl
Indd.sis pada &na8el trusslci-
Diili daam juDls}l $hrm unit p.nael@ berups bareS/j@ yeg dkeludko, unit b€rupa poseluafu bcrupa b os .lan jasa, h.ns disjik n .talsh bertuk satue
bs@g dar jasa t ebui Jika baEng du jag t E.but dapat.lik tahui nilai tupiallnya, maka Bajiko juga nilai rupial bararg dan jasa t E.but b.rdaarkan h.rEa pasd-
Contohaya etda lainje arti!, sourd systen, se@ pmEgun8, &dsportast, alan lain-lain.
(olom KlaBitksi PeDsel@ diisi dcnsd :
a. C.k tist pada kolom I apabila pdrgeludd berasal ddi peng€hlaE opdsi.
b. C.k list pada koloE 2 apabila p.na.ludd b.rssl daii modal.
c. C.k lbt Pada kolom 3 apabila pcng.lu@ bcra.al ddi p.ngclu@ lain-|dtr.
Pada Kolom K.t*nge diisi d€ngm hal hal lain yang p€rlu dijel@ta,
ktetuAu &ibahe:
a, Da.fta, Akivitas dm Pcngclue D@a Kampanlr dilampin d.nEm Bukti-buld Transsl<si PengellEm,
b. Ultuk Pemilihe cub€mur dm wa.kjl Gub@ur, tlpor@ ditudatangmi olch Pasugan calon Gubmu dd wakil Gubemur.
c. Untuk Pemilihd Bupati dan Wal{il Bupati atau Welikota dan Wakil Walikota, Lapom ditodategad oleh Fblage Calon Bupati dan Walil Bupati/Pasange Caron

W,likota dan Watil Walkota.

11

12

8.
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MODEL LADKS-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAI{ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WANIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL qIALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ KABUPATEil/ KOTA 

- 

1

NAMA PASANGAN CALON
DAT'TAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode 

- 

s/d

NO4 URAIAN5 JUMLAH KAS (Rpl6 JUMLAH NON KAS (UnitlT KETERANGAN8

CALON GUBERNUR/BUPATI/UIALIXOTA* WAKIL GUBERNUR/WAXIL BUPATI/WAKIL

ttd WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Iapce iDi dissu oLh Psd8e c.le
1. Dibi d.ngd nama Prcvinsi/IGbupatd/Kota tempat Paffigd Calon moc.lonlan diri.
2. Dibi n.fr PasnEm C6lon y.ng melaporkm D@ (ampdF.
3- Diki d.trgd ldiod. p.lapm sdpai d.ned taqgrl p.n.ta!u Pasdgu Cslotr ol.h KPU,
4. Diisi d.Dam nomo. rnt.
5, Dibi &Dgan saldo awEl pdbuk s R.k ning Khuus DsE KaEpu,t de saldo othir pciode tutup brrlt.
6. Disi dmss nilai rupiah apabila saldo/k* tds.but h.rbenhrk uus tunai. Alahila terdapat mata udg lqin, m..ka .qiikm darm botuk kon@i mata udg t Ebut k. dalm

mata ung Rupiah d.ra& kuF tdraah Bank LdmBia pada targgal tresa,ksi.
7. Diili <leng& junlah $tlE uit apatila $ldo/ka3 teBebut b@pa !a@& Unit berupa b6dg haros disajikan d.]am n ntuk satuu bdar8 tds€but, Jika buans t r$but

daDat ditetahui rilai tupiannya, ruka sajika jusa nilal tupiah ba@g tecebut berdastrk n hdga p.s.
8. Pad. kobm ret rulgln dli.l densa hsl-hal laitr Jqng p€rlu dijebakao.
9. IGtdaneo tanba.hu:

a. Untuk Pcdithu Gubemlr du wakil Guhflu, Lqpore.tit ndat rgdi oleh P6angm c€lon cub.mu du vrakil Guh€mu.
b. Untuk P€DiIihd Bupati dm Wakil Bupati atau Walikota ds Wa.kil Wa,ikota, lapora ditartatdgui ol€h Pssigm Calon Bupati dm Waldl Bupati atau Pa.anSd Cdon

walikota .la. wakil walikota

*pilih salah satu
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LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/ I{ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL 

-S/D -
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati / Walikota

Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/ Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota*(nama daerah
pemilihan) 

- 

periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor _ Tahun _ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI )

berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh

pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan

MODEL LADK4-
PERSEORANGAN
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yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertan ggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,
CALON

GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOT

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WATilL GUBERNUR/ WAITIL

BUPATI / UTAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu
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MODEL IIIDKS-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEIIILIIIAI{ GT'BERI{UR DAII WAKIL GI'BERNI'R/BUPATI DAN WArIL BUPATI/WALII(OTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NA.DIA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . T

PASAI{GAII CALOI{ 2

DAFTAR PET{ERIMAAIT SUMBAITGAII DANA KAMPANYE

PERIODE _s ld- 3

NO ASAL SI'MBANGAN
DANA XAMPANYE

BENTI'K SI'MBANGAN DANA XAMPAIIYE
JUMLAH

(Rp.l ? NETERANGAI "ua[G' BaRAI,lc u
JASA u

(RP') (Rp.) s' (Uaitl sb (Rp.) tu (Bentuk) 6b

1 Calon9

Nama Calon Gubernur

Nma Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil
Walikotaeb

Sumbmgan Pihak Lain Perseorangm ro

a. Nma Penyumbang '0" r .........

a

Almat Pen)rumbmg lob: .......

No. Telp Penyumbag ro':

No. Identitas Penyrmbang too:..................

No. NPWP Penyumbang 10'

b. dst.

3. Sumbmgan Pihak Lain Kelompok rr

Nma Kelompok rr'

Almat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok rr"

No. Identitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'

a.

I!-
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4.

ds t.

Sumbmgan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

Nama Badan Hukum Swasta "" , ...,.......

Alamat Badan Hukum Swasta '20 r........,

No. Telp Badan Hukum Swasta 12" : ....

No. Identitas Badm Hukum Swasta r2d: ..........

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12"

dst.

Calon Gubemur/ Bupati/ Walikota

ttd.
-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

KetcraEgu:
Laporm ini disusun oleh Pasmgm Ca.lon

1. Diisi dengan Nma Provinsi/Kabupaten/Kota tempat pemilihm berlangsung
2 Diisi dengm nma Pasugan Calon Perseormgm
3. Dituliskan periode laPoran Penerimam Sumbangm Dana Kmpmye (periode sampai dengan tmggal penetapan pasmgm Calon oleh KpU).
4' Diisi dengan total Penerimaan sumbangan Dma Kampmye ymg berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang [ain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke da.lm mata umg Rupiah dengm kurs tengah Bmk Indonesia pada tmggal trmsaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampmye ymg berbentuk barang:

a' Diisi dengm jumlah peneriman sumbangm Dma Kampmye dengm nilai Rupiah yang merupakm hasil konversi barang ke d.alam nilai Rupiah berdasrkan harga pasar
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangm berupa bilang yang diterima.

6. Penerimam Sumbangm Dma Kampmye ymg berbentuk jasa:
a' Diisi de ngm jumlah penerimaan sumbangm Dana Kmpanye dengan nilai Rupiah yang merupakm hasil konversi jasa ke ddm nilai Rupiah berdasarkm harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa ymg diterima.

7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbmgm Dma Kampanye dengm nilai Rupiah (merupakm hasil penjumtaha tiap buis pada kolom 4 + Sa + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang pertu dijelaskm, seperti rincian jumlah unit pada kolom baang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasmgm Calon yang sumber dmmya berasal dri harta kekayam pribadi pasangan calon:

a. Diisi dengm nama Calon Gubernur/Bupati/Wa]ikota berserta nilai penerimamnya
b. Diisi dengan nama Calon Wakit Gubemur/Wal<il Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

Io. Diisi dengan jumlah sumbangan Dma Kampilye ymg berasal dari sumbmgan pihak lain perseorangm.
a. Diisi dengm nma penlumbmg
b. Diisi dengan almat penlrumbmg

TOTAL TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13

2
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c. Diisi dengan nomor telepon pen5mmbmg ymg dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib pajak penyumbmg (apabila ada)

I l ' Diisi dengan jumlah sumbangan Dma Kampmye yag berasal dari sumbangm pihak lain kelompok se suai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
b. Diisi dengan almat kelompok penJrumbang
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyrmbang yang dapat dihubungi (aktifl
d. Diisi dengm nomor identitas pemimpin kelompok
e. Diisi dengil Nomor Pokok Wajib pajak pemimpin kelompok

12' Diisi dengan sumbmgm Dma Kmpmye ymg berasal dai smbmgm badm hukum swasta sesuai identitas penl7rgbug badan hukum swasta.
a. Diisi dengm nma badan hukum swasta penyumbang
b. Diisi dengm alamat badan hukum swasta pen4rmbmg
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinm badan hukum swasta yang dapat dihubungi (akti,
d. Diisi dengm nomor identitas penlrumbmg dapat berupa a-lfte pendirim bade hukum swasta.
e. Diisi dengm Nomor Pokok Wajib pajak badm hukum swasta

13 Diisi dengm total keseluruhm penerimam sumbangm Dana Kmpanye yang diterima pasangil Calon
I 4 Ditandatagmi oleh Pasangm Calon Gubemur/Bupati/Walikota

*pi.lih salah satu

J
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPAIIYE PEMILIHAN GUBERNT'R DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asa-l Perolehan Dana

yang bertalda tangan di bawah ini

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Pen5rumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR : _
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAI(IL BUPATI/WALIKOTA DAN UIAKIL WALIKOTA

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
Genggam (aktifl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana me stinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR : _
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I$(X) PABAISCAI{
ccrar

ItaE* Pa*angpn Cator

STIBTT PT*ilTA"AAIT PETTYIIU3I$TO
PIE*E LArIr Br[r]*r mtf,rru agrata

DTT$A XAililftUTgE PEIIIX,IE$T G$$ERIN'R DAII WAKL GIISEaIMR/
Brr"ArI DAlf ITABIL BrIP*TIflrALffiorrA r,*X YtSrL WATITOilA

IIOXOR 3 

-

Padahari te*al y*ngbertandatan8$r di bawah ini:
Na:ma badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :

svraBta
Nomor Alrh pendirian :

Nomor NFWP bffdan hulimm :

scragt&
Nana Dire.ksi :

Alanat Dircksi :

Nosor elepaaltetepon :

gpnggam a}tif
NaBa Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Fe:nqang Sahao :

Mayoritas
Jurdah Sumbarryan :

AsaI FerolebanDana :

Statusbadan hukum :

Dengan ini menyatakan b*hwx
1. Karni tidak dalnm keadaan merrunggak pajab
t- Ks.mi tidak dale$r keadaan pailit atau dinyatahan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
.1. sumbangan bersifst tidak mengikat.

Demikian $urat pernyatasn ini saya
digu nakan sebagairnana mestinya.

buat dengan scbenar'benarnya agar dapat

ttd. Penyunbang
-N*ma Lenglcap-
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A.

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI{YE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1 Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;
Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LPSDKl-
PARPOL
Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDKl-Perseorangzrn Kampanye;
Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseora.ngan PenerimaanSumbanganDanaKampanye;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak [a.in Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Hhak la.in Badan Hukum Swasta.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2.

3.

4.

5.
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LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/I(ABUPATEN/KOTA*I

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

-,

LITPORAIT PENERIMAAN SUMBANGAIT DANA KAMPAITTE
KEPADA PASANGAN AAI AN

Periode tanggal 

- 

sampai 

-=

Calon Gubemur/Bupati/Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol / Gabungm Parpol
ttd.

-Nama Lengkap-

3

Calon Wakil Gubemur/Wakit Bupati/Wakit
Walikota

ttd.
-Nama Lengkap-

Bendahra Parpol/Gabungan Parpol
ttd.

-Nama Lengkap-

Ketermga

Irpors ini disusu oleh Pdai Politik ahu Gabungm Ptrtai Polirik

I Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabunga Partai Politik pengusung Pasangan Calon

FORMULIR MODEL
LPSDKl-PARPOL

No.s Tanggal6
Jumlah Sumbangan 7 Bentuk Sumbangan 8

Asal Sumbangane
Nomor Rekening

Penyumbanglo
Nomor Rekenlng

Penerimall Buktir2 I3Keterangan
(RPl'^ Unit 7b TunaiE" Barangsb Jasa8"

t
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2

3

4

5

6

7

Diisi dengan nma Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik

dalm Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal )

Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
b Diisi dengan bentuk sumbmgan berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbugan berupa jasa

Diisi dengan asal sumbmgal/pemberi sumbangan

Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

Diisi dengm nomor rekening penerima sumbangan (sumbangm tunai)

Diisi dengm bukti sumbangm (bukti transfer, nota barang, dll)

Diisi dengan keterangm terkait sumbangan Dana Kmpmye
Untuk Pemilihan Gubemur dm Wakil Gubemur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubemur dm Wakil Gubernur,

Uotuk Pemitihan Bupati dm Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditmdatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaLikota.

Untuk Gabungan Partai Poutik ditandatangani oleh Gabungm Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Ca.lon.

8

9

L0

11

L2

13

t4
15

16
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I'GO PARPIOL/O/TAUTOAT
PANPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPII{AIT DAERAIT PROVII{SI/KABUPATEN/KOTA*I

NAMA PROVINSI/ TABUPATEN/KOTA 

-2
PERIODE .........8/d........., 4

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPSDKl.PARPOL

NO
ASAL ST'MBANGAN
DAITA XAMPAI{YE

BEIIITUK SI'MBANGAI{ DANA TAMPANYE
JI'MLIIH

lRp.) "
KETERANGAIT 9

UANG 5 BARAITG 6 JASA 7

(Rp.) (Rp.l tu (Unitl 6b (Rp.) " (Bentuk) 7h

Pasangan Calonlo1

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotaro"
b. Nama Calon Wakil Cubernur/Wakil Bupati/Wakil

Walikotarob

2. Partai Politik dil/atau Gabungan Partai Politikrr
a. Nama Partai Politikr r'

b. Nama Partai Politikrrb

c. dst.

Sumbangan Pihak Lain Pcrseorangm l23.

a. Nma Penyumbang t2' : ...............

No. Telp Penyumbang rl":

No. Identitas Pen)rumbilg''o;..................

No. NPWP Penyumbang 12"

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok r3

a. Nama Ke lompok 13'

Alamat Kelompok r3b:

No. Telp Ketompok r3"

DAFTAR PENERIMAAI{ SUMBAITGAN DIINA KAMPAITYE PASAI{GAI{ CALON 

-3

l

Atmat Pen)rumbmg''0, .................

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



5.

Almat Badan Hukum Swasta loo :.........

a. Nama Badan Hukum Swasta 14a : ..............

No. Telp Badan Hukum Swasta 14c

No. ldentitas Badan Hukum Swasta rtd : ..........

No. NPWP Badan Hukum Swasta l4e

dst.

TOTAL TOTAL '5 TOTAL I5 TOTAL 15 TOTAL 15

No. Identitas pimpinan kelompok '3d

No. NPWP pimpinan Kelompok r3'

b. dst.

Sumbmgan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ro

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.

-Nama Irngkap-

Ketua Parpot/Gabungan Prpol
ttd.

-Nama kngkap-

Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/wakil
Walikota

ttd.
-Nama [engkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.

-Nama IJngkap-

Ketermgu:
L.poru IEI dfuuu oleb Partd Polltll rtau G.buga! Partet Pottttt

l. Diisi dengm nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

2. Diisi dengm nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihm berlangsung

3 Diisi dengan nama Pasangm Calon ymg diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

jadwal sebagaimana ditetapkm dalm Peraturm KPU tentang tahapan, program danjadwal).
5. Diisi dengm total penerimaan sumbmgm Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata umg Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengm kurs tengah Bmk Indonesia pada tmggal transaksi.

6. Penerimm Sumbugan Dma Kampmye yang berbentuk buag:
a. Diisi dengm jumlah penerimaan sumbangan Dma Kmpmye dengan nilai Rupiah yang merupakm hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan hilga pasar.

b, Diisi dengan jumlah satum unit sumbangm berupa baang yang diterima.
7. Penerimm Sumbmgan Dma Kampmye ymg berbentuk jasa:

,
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a. Dii|i d.nse luDlrh e.ncdl@ .mb sm Dsr xmp,n}t d.nsm.id RDplrl',rn8 D.rup.lcn hs[ *onErd jrE L. d.Ln hiLi Rup

r b.ruFir. yus dfudu.
3. Dili d.nlujuDrrh rdrdnm ry6 nir.i RuFrrr (mrup.ran hr pdiuslllEr rirp bri3 pd. koron s + 6r + 7.1

pBtu diidEt !, lFni tuEirn ju! .h urnt Bd. kolm b.r.ne d{j.a

r/Bup.d/wd e b.r.tu LiFn.dErE'yr
6, Du.i d.nad !).fu crlon wddl oub. u/\r7ddl Bupr$/w.rdr wdn@ b.&d niril p6.rloe.ya

kb.'d,jkiPaEliDl.ll,v.
12. Dii.i dds&juhllri tmbDse D.u v.Mp.,rt ys,s t n$l dEi tuhrlEE pitE* llJn pde"gs,

., Dn l&4& lr.mFryMt rs
b,D'i.id.n8erl.dp.nylEh.Iu
c. Ddn d.ryr ndffi el.Fn p.iyunb.n! yd3 d.pd dihblnli Fkriil
d'DijjdogemD6id.6P6,yuEhC,g
., Dtul &n38 Nmd PbL.k w{rlb Pqj.* !.nJuo!s,s l.e.hdb adr,

13. Dlilt d.ns6 jurdan rub.las D.n laep.rly.yes b@rl.,,arl.@t nar p,nrt hln L.lonFr l..ui id.ndh. FnyuEb,s t lohpor.
rDiijd.ngsl]!ulcldP.}FI'umb.Dg
b. Dn.l &n!a rLtut l&hnpol psDrEb.la
c D'rd d.ngm .@r br.pd rcrorpok ldytrmr.ns ysrr d.ed dnubu4r ('rd!
d,Dnlid.ngan.IEii6d6F[in'PinIctdPoL
., DIi.i d.ng& Nold I'brok wqlb P{.r. p.Ejipftr }.roaFk

14-Dlidd.nlu.Dh.4{D.el6hFnyty.ryb.fu.lddi.Eb.4DP.dyrbDgh.du}ul:r.*ud'
.. Dir.t d6go ll,e h.de Lu}un *eb !q,J@b.iB
b. Dudd.ne .l,hd earynnt ns

d, Dun d.n3B @d id66B,arrtmt ra drFi h.tupr.Lr. p.ndirlo hd! hukum 
'@L,.. Dij', d.ngs No,tr hror klh hl.L brd6 hurun m'h

DcEnn.5 lMbu'se Dl xlEpr$r rulg dt6im h.s!E c.ro!
15. uftuL Paiiltho Gut du d.! w.h] Gub.m, L.Ftu diddrbsali .,Lh c.ron Gub.mu .lrn esldl GIb.mDt

difu:drbryd:jol.hc.lurEuP.rbi

J
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MODEL LPSDX2-
PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/IYALIKOTA DAN WAKIL 1VALIKOTA

NAMA PROVINSI/I(ABUPATEN/KOTA
NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPANYE
TANGGAL 

- 

S/D 

-
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

3. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Walikota* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota*(nama daerah
pemilihan) _ periode tanggal sampai
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MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 

- 

Tahun 

- 

dan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI 

-) 

berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempe rtanggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya

-,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

CALON

GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR IWAKIL
BUPATI / WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keteranqan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
n) Coret yang tidak perlu
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA I{AMPAI'TYE PEMILIHAN GUBERNT'R DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIIIAK LIUN KELOMPOK

DANA I(AMPANYE PEMILIHAI{ GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL trIALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan paitit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA I(AMPAIYYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/trIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LPSDKI-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAT{ 1VAKIL GTIBERNI'R/BUPATI DAN WArIL BUPATI/TVALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/XABUPATEN/KOTA

PASANGAN CALON 

-2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .........s/d.......... 3

NO ASAL SI'MBANGAN
DANA IIAMPANYE

BENTI'X SIIMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMIIIH
(Rp.|' KETERANGAT "UANG. gaRANG " JASA 5

(Rp.l (Rp.l "' (Unitl 5b (Rp.l u' (Bentukl 6b

Pasangan Calone

a. Nama Calon

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/wakil
Waljkotaeb

I

2. Sumbmgan Pihak Lain Perseorangm ro

a. Nma Penyumbang lo' , .......................

Almat Penlrumbmg Iob: .................

No. Telp Pen)rumbang ro":

No. Identitas Pen5mmbmg'oo:.,.........,.....,

No. NPWP Penyrmbang to'

dst.

Pihak lain Kelompok 1r

a. Nma Kelompok rr'

Alamat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok rr"

No. Identitas pimpinan kelompok IId

3.

No. NPWP pimpinan Kelompok rr"
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b. dst.

4. Sumbmgan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badm Hukum Swasta 12a

No. Telp Badan Hukum Swasta l2c: ..............

No. ldentitas Badan Hukum Swasta 12d : ..

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e

dst.

TOTAL TOTAL 13 TOTAL t3
TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporm ini disusun oleh Pasmgan Calon
1.

2

4.

5.

Drd d.nse Nm, pt!vbti/r&hrp.r.o/r@ rmpar hnitihe b.tunsruns

Dndiltan Friod. r:polm P.nailen sub'nso re x.ne.ny. (rEbd. r tsatu) hei *r,n hD( dEmpqil6 lrup.ru bDola r,psDx,esuli d.,su j&dwd ebaslLindadiEbetd dsr.n Patu xpu bnbng r.}!pan, pro3rm r,anj!dwa!,

h*buil..dsr.Emambgfupiand.!gukut.g,.hBklndondiAeadrlmsB'lt@*!i,

b. Dnd d.lamjumlrh.tu ur .@he,sm b.rup' b'n syds dj6iEa
P.ndinr@ sub.nso Dea xdpmy. ,E s h.rh.ftrr j.g 

'.. Diii d.ncs jmr'n !adr@.uDb,ns& De. xmemy" dago nn i RuDi'hy'nc @r.ko hE r.*ni j.- ra d.r$ nibr tupiai b.dssku h"'s& pas.
h. Diili d.ns bcnEt< .Mb.,rsu bmpr jn. yosdjbdm.
Dir.i dmsu juirln p.ffiiM { niraj Ruer.}, (-.rupsrsn htujl !.njueL},e ri.p balir Dada rolon 4 + s, + 54

cubehur/*1r,1 BrFti/werd w.ril<o6 b..s nir:,i p.nedEa,niri

iDiilid.ngm@FIyunb4

6.

7.

8.

9.

10,

2

Alamat Badan Hukum Swasta 12b :................
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b. Diisi dengan alamat penyumbmg
c. Diisi dengan nomor telepon penlmmbang yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e- Diisi dengm Nomor Pokok Wajib Pajak penlumbmg
I l. Diisi dengan jumlah sumbangm Dma Kmpmye yang berasal dari sumbangan pihak tain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengm nma kelompok penyumbang
b. Diisi dengan almat kelompok pen;mmbang

c. Diisi dengm nomor telepon kelompok pen5,umbang yang dapat dihubungi (aktifl
d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin ketompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajal< pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbmgm Dma Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas pen1rumbmg badan hukum swasta.
a. Diisi dengm nma badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penlrumbmg
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinm badm hukum swasta ymg dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penlumbang dapat berupa akte pendirian badm hukum swasta
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

13 Diisi dengan total keseluruhm penerimaan sumbangm Dma Kmpmye yang diterima Pasangm Calon
14 Ditandatugani oleh Pasmgan Calon Gubemur/Bupati/Walikota

"pilih salah satu

3
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MODEL LPSDK2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAIilL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI / I(ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

suRAT 
'ERNyATAAN 

TANGGUn-c Jawas
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPANYE
TANGGAL 

- 

S/D 

-
Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakit Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Bupati/Walikota dan Walikota*

Gubernur/Bupati dan Wakil

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota*(nama daerah
pemilihan) _ periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab pasangan calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 

- 

Tahun 

- 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
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peraturan pemndang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,CALON

Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL

BUPATI / UIAKIL IITALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:
surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan calon
*) Coret yang tidak perlu
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PIRNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAIflL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Umur :

Alamat :

Nomor telepon/telepon :

genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Peke{aan
Jumlah Sumbangan
Asa-l Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPANYE PEMILIHAIT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas PimPinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (akti|
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan KelomPok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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I,oGC} PAAA!{CAIT
caxon

It[ara kseaglt CEIot! :

SI'EA" PE*I{TATAAX PBff?I'XBTIIO
rIEAT I.*I!T BADAS H{'XTIffi SSAS'TA

DAISA XA!TP*I[?E PEITII"ISA$ EI,3ERI{T'R SAS TTAKIL CTTSffi}rIIII/
SII"AT! DArS strlL BTIPATIIIrSLIEOfAD*rS BAKI rr*LIKOtA

I|OUOR: 

-

Padahari tanggd yangbcrtandatangandibawuhini:
Nama hdagr hukum srrrasta :

Alamat badan hukum :
ewasta
Nomcr.*l$c peadiriam :

Nornor NPWP badan hukum :

suraats.

Nama Direksi ;

Alamat Direksi :

Nomcr telepon/telepon :
genggam aictif
Narna Femegang Saham :
Mayori:as
Alamat Pemeg*ng Sehsm :
Mayoritao
Jumlah Suabangan :

Asal Perokhan Dana :

$tatucbadanhukum :

Dengan ini rcenyatakan bahwa:
l- Kami tidqk dalam keadaan mcnunggak peiak;
2. Kafiri tidak dalara keadaen p*ilit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidsk berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bcrsifat tidak acngikat.

Demikian surat p€myatsan ini eaya buat dengan sabenar-benanya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Perr5mabang

-N*ma lcagkap-
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JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDKI- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan

PARPOL Pengeluaran Dana KamPanYe;

2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

PARPOL KamPanYe;

3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

PARPOL

4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;

PARPOL

5. Formulir Model LPPDKS- : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon

6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDKS-PARPOL KamPanYe;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penl-umbang Pihak Lain Badan hukum Swasta'

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDKI- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan

Perseorangan Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Perseorangan KamPanYe;

3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Alrtivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Perseorangan
4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;

Perseorangan
5. Formulir Model LPPDKS- : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Perseorangan Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
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Model LPPDKI-
PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/IIIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan Calon Gubernur / Bupati / Walikota-

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota*, dan

2. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota-

adalah Calon Wakit Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor

Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota"* dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun _ tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**,

sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI{AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat)
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

untuk Pemilihan Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL;
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;

1. Undang-Undang
Nomor Tahun

tentang
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**; dan

2. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor Tahun

tentang Dana
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-2-

PATUH/
TIDAK
PATUH

PERATURAN
TERKAITHAL UNSUR KEPATUHANNO

5431 2

Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Waiikota dan Wakil
Walikota**.

d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;

e. Formulir Model LPPDKS-PARPOL;

f. Lampiran formulir Model LPPDKS-

PARPOL;

g. Surat pernyataan PenYumbang
pihak lain perseorangan;

h. Surat pernyataan PenY'umbang
pihak lain kelompok;

i. Surat pernyataan PenYumbang
pihak lain badan usaha;

j. Copa bukti Tagihan/Utang;
k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan

dan Transaksi Pengeluaran; dan
l. Pembukuan Dana Kampanye

Pihak Lain.

Dilampiri dengan :

a. LADK Pasangan Calon Yang
dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADKI-
PARPOL;

2) Formulir Model LADK2'
PARPOL;

3) Formulir Model LADK3-
PARPOL;

4) Formulir Model LADK4-
PARPOL;

5) Formulir Model LADKS-
PARPOL; dan

6) Lampiran formulir Model
LADK5-PARPOL.

b. Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye yang dilengkapi
dengan :

1) Formulir Model LPSDKI-
PARPOL;

2) Lampiran formulir Model
LPSDKI-PARPOL; dan

3) Formulir Model LPSDK2-
PARPOL.

2 Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye
dan ditutup pada saat masa
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-3-

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

Kampanye berakhir

B. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILU

J RKDKP Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana Kampanye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

4 Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang
konversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan
dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha
swasta

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur dan
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/
Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

6. Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari
sebelum masa Kampanye paling
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-4-

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERIIAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

KPU lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK
sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang tahapan, program dan
jadwal disampaikan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota paling lambat
pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara)

Apabila terdapat Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami menerima
sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh untuk Pemilihan Gubernur
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati atau
Walikota dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman Negara
Bukan Pajak ("SSPNBP').

c. LADK DAN LPSDK

7 Periode

Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang dilaporkan,
dimulai sejak pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye dan
ditutup pada saat Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur atau Bupati
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu) hari
setelah Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubemur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari
sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

8. Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten
/kota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami, dan spesimen
tanda tangan dilakukan
bersama oleh Kami dan Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami:

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami
dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menyrrsun LADK yang memuat
informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;
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Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON

GUBERNUR/BUPATI/

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON *";;;;;;';;;,;
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keteranqan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 U

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye

10 Cakupan
LPSDK

Kami menJrusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.
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MODEL LPPDK2.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GT'BERNI'R DAN ITIAKIL GI'BERNT'R/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/tr'AI,IKOTA DAN IVAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABT'PATEN/KOTA 
--_ 

I

NAMAPASANGANCAION 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA I{AMPAIIYE
Periode darl tanggal _s/d tanggal _r

Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uralan Rp Unit Keterangan
A. SALDO PERs

Kas di Rekening Khusus6
Kas di 7

Barangs
Tagihan kepada 9

Utangto

B. Penerimaan ll
1 Pasangan Calon12

2 Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimasn) ts

aJ Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ra

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompokts
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal6

Lain-Lain KomitmenlT

c. Pengeluaranta
1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasle
b. Pertemuan tatap muka2o
c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan

media massa elektronik2r
d. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum22

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye23
f. Rapat umum24
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan2s

h. Lain-lain26

2 Pengeluaran Modal27

a. Pembelian Kendaraan2s
b. Pembelian Peralatan2e
c. Lain-lain3o

aJ. Pengeluaran Lain-Lain3 t

a. Pemberian Piutanglz
b. Pembayaran Utangss

D. SALDO PER 34

Kas di Rekening Khusus3s
Kas di 36

6.
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
Barang3T

Tagihan kepada 38

Utangse

CALON GI'BERNI'R/ BUPATI/WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GIJBERNUR/WAKIL

BUPATI/ WAKIL WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU
sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar fumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KpU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan pasangan Calon oleh KpU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasa-l dari Pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/ walikota dan wakil walikota (periode
sejak Pasangan calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari partai politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan calon (periode sejak pasangan calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilat<sanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
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16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

17. Diisi dengan jumlah uang/ba-rang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhfunya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lainlain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lainlain pengeluaran terkait dengan alctivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iktan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KpU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi anta,ra lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-Iain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode
sejak Pasangan calon ditetapkan oleh KpU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan ildam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aldiva tetap (periode sejak Pasangan calon ditetapkan oleh KpU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
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28. Diisi dengan jumlah/banyalorya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah/banyalmya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aldiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-Iain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhimya masa Kampanye).

38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

39. Diisi denganjumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

40. Untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur.

41. Untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu
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LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN UIAKIL IVALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA 

- 

I

NAMA PASANGAN CALON 

-2

DAFTAR AKTTVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODETANGGAI 

- 

S/D- 3

MODEL LPPDKS-PARPOL

No. a Tanggals Bentuk AktivitasT Jumlah Kas (Rp)8
Jumlah Non Kas

(Unit)e

Klasifikasi Pengeluaran 1o

Keteranganl 1

1 toa 2tob 3 loc

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

I ' Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaarl terjadi.

CATON GUBERNUR/ B UPATI/ WAIIKOTA CAJ,Oil WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Bukti Pengeluarane
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6. Di6i d.nge nosor bukti ydrg m@unjuke adeya pdgeludh Dea Kmpanye dapat berupa kwitesi, bukti tresfer, bukti peDgelu@ atau bukti p.ngeluse lainnya-
7. Dibi dmae batuk sltivitas kdpmye dapar bdupa:

a. P.na.lude Operai
1) PdteEum tatEts! m.liputi etda lain fe.aksi biaya s4a g.dlnglrus8o, ..tak vii!s€6, Jolo @w, alat rulis kantor, tmportasi, konsuosi, pdizind d@

lainlain pcngcludd tdkait dengu aldivita. rapat t..bata..
2) P.rtemuo tatap Duka. Deliputi tresksi @tda rain biaya s.@ gedung/rudgd, cetsr( undsngan, /oro cop& alat tult ketor, Eu.portasi, konsumsi, perizine de

laitr-lain peng€luaifi tclkait dengd sltivits tatap muka.
3) Media nasss c.tat< de bedia massa .l.ktrmik nmcaLup trdsakli utaa lain biaya p€mbuatan iklm adio, iklsn m.dia @tak, ikle tEldisi dd ilda lainnya

hdrggunakar m.dia etak dm elekttonik (ydg dibisyai oleh Pa!6gd Calon ad.Ish Biaya Produki/Pnbuatan Iklm sedogko p6yid nnya dibiayai olch KPU,
&suai p@turan kPU yeg m€ntatu tentdg kmpeye),

4) Penyebdm bahe Kampmye kepada uEuh mo.akup keAiafrn yanS Doiobulkan trdsaksi, temsuk biaya pmdulsi dd paFbala bahe kaEpey. yug
dibirJai olch Palegd Calon, otda lain bia)a b.hsn kepe,t berupa pakaie, p.nutup k pab arat EiDuE, kalend6, kaltu nua, pin, srat tulis, payung de/atau
stikd paring bcsar ukurd 10 .m x 5 6 &sui pdarurm KPU ydg magatu! t rtag kmpdyq

5) Pembuatan d.saio a.lat p€raga rahpsy. E.nekup etda lain biayajas p@buatd de.ain atat peEga l(mpmye.
6l K€giabr lai! yag tidal melmggd ldogd Kdpdye Pdilihe rlan p@ture p.tundeng-Ed gtu maclkup @t@ laiD .apat Eun ydg dibata3i, k€giato

k.buday@ (pcnt6 eni, pan@ Eya, koner musik), kesiato ohn rasa Geak jalm smtai speda setai), kcsiataD so$al {rq@, dmor ddah, perloEbae, hari
ularu tahun), dan kupeye mebrui mcdia soeal.

b. Pcngeludm Modal
1) Pemb.lid K@ddad diisi dcnsu jumlah/bmyaknya kddat?e yes dib.ti de dinoai ddgd rupi.n kcnd{sE t6&but bqda.arkd hdga pae.
2) Pemb.li& Pe.alatsn diBi ddge julah/be}€rdya p.ra.late yeg dibeli dd dinilai d@ae rupiat Fralatan t rebut berdaskan harga pasr. Pemb.lid paalatan

epertj koEputeri inmtari. du laintain.
c, PaEelud& lain lain dilud pogeludd op.6i ds p.ua.luee moda.l,

a. Dnsi d@gd nilai rupieh poasuae )ang dikeluuka 3MB tunai dd/atau konE.i bdeg/ jas ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uary heus disqiikan d6rso
bentuk oata udg Rupiah, Apabila tlrrtapat hafa u&g l,ain, Daka ejikm d.ld b@hrk k@rer.i m6ta uang terebut k; dah; 6ata lmg Rupiah d6ge kur! t@gah Bsk
lrrdone.ia pada tanssa.l tlasaksi.

9. Dnsi dmgd jumlslr latum unit penaclu@ b@pa barsg/jas Jang dikclua*e, Unit bdupa pdtdudd benrpa bsrug dan jasa, hms disajikm dalao bmtuk stu
bEmg dd jM tcrsebut. Jika brrans du jas tq&but dapet dik talui nilai rupiahiya n6rd .qjik; jusa n ai rupiah bses de jag terscbut h€rdaskm hEga pas.
C.ntot'n a ant@ lain jssa arti., sound sys&n, **a pangguig, t!4sportasi, dd lain-lain.

10. KoioE &ainka8i Pengeluaru diBi dstm :
a. Cek u3t pada koloE I 6pabita pengclusu b@sal ddi peng€iluars opEsi.
b. Cek list pada koloE 2 apabila pcngcludm b@!.1dni moda!
c. Cek li.t Pada Kolom 3 apabila pctrgclusd b€rasal dan poacludd lain-lain.

r 1. Pada (olom K.tdansaD diisi dmse hal-hal lair yans p6lu diielaskd.
12. Kctdege tdbahe:

a. Daftd Aktivitl8 dan P.ngelude DaE I(mpanye ditaEpiri dogd Bulti,burdi Transaksi pcDgclude,
b, Untuk P.hiliha! Oubemut dm Wakil Gubmur, tapore ditandat.nSani oleh Pa!6ge Cslon cub.mur dd Watil cub@ur.
c Untuk P.miliho Bupati da Wakil Bupati atau Walikota dd W.kit walikota, Lapo.m ditandafrngani oleh PaseSe Catotr aupati de War<il Bupati/Passngm Calon

walikota daD walil walitotE
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MODEL LPPDK4.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GT'BERNI'R/
BUPATI DAN WAI{IL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAICL WALIKOTA

NAMA PROVINSI / I(ABUPATEN/ KOTA 

- 

I

NAMA PASANGAN CALON
DAT'T/TR SALDO DAITA KAMPANYE

Periode dari tanggal s/d

NO4 URAIANs JUMLAH KAS lRPf 6 JIffLAH NON KAS (Unitf 7 KETERANGAN8

CAI,ON GUBERNUR/BI]PATI/WALIKOTA CALON WAKIL GUBERNUR/WAI(L BUPATI/WAKIL

ttd
-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

kporm ini die8un oleh Pa.@8an Caron

1, Diili doe!! n@a Prdirsi/Kabulata/Kota t@pat Pasnse calotr ddcalorl.@ din.
2. Dn.i na@ Pa!&g@ Calon yms m.lapo*d Dda (@pay..
3. DiiEi ddSBn peri;e pelap@ yaitu ptr t@8aal pa.tapm PaEdEFn Calon oleh KPU dd ditutup pgda bemldimva maa kampere
4. D&i d6gd no lnt-
5. Dii.i doge sddo al (pd td@al penetapo p*ansan Calotr) de.aldo aklir ldiod€ tutup buku (pd l,43al b.rskhihv9 @e kmqalv.)
6. Dii.i doan nilai rupiai_ 

"pabita 
satto/ka; t .;b"r bdbotuli u@a tulai Apabila rddapat @ta u.rl8 lain, Eata *jikd dalam batuL kdvdsi EAta ueg t Mbut ke .lal@ mata

ueg Ruphh dcngm kuF tagsn Bark Indole.E p.da targsal tmnsalGi.
Z. Oii"ia"rig"":urlT,h ""t"* "itt apatla sarao/ti" r*.bui bdpa bd@& Unit bmpa bdeg h@. dbajikan ilqld botuk .atuo b.ma t r*but. Jika bdars td*but dapat

diketrhui nilai rupialmya, ma.ka .ajjkm jusa niLi rupieh b{sg t@ebut b.ftta.dks hega pad.
a- Pada xolur IGtcegd diili denga hal-h.l Iain yeng pdlu dldalke.
9. K.taags tambaid:

a. Untu* P.nilibd Gub@ur da wakn Gubmu, lapo@ ditedat6soi oleh PddSe calm Oubeur d@ wakil Gubmur.
b. unruk peEuiho BuDari.lm wakil Bupati atau walikota dm wakil valikota, Lapord ditsdatangani oleh Pedsm calotr Bupati dd waki Bupati/PMge c€lon walikota de

wakil W.likota.

WALIKOTA

ttd
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LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTN POLITIK/CABI'NGAil PARPOL

DEWAN PtrUPINAN DAERAII PROVIIISI/XABUPATEIIT/KOTA*I
LAPORAN PEITERIMAAIT SUMBANGAN DAITA KAMPANTE

KEPADA PASAIVGAN n aT_n[

Periode tanggal 

- 

sampal 

-s

Ketua Pdpol/Gabungan Parpol
Ttd

-Nma Lengkap-

Bendalda Prpol/Gabungm Parpol
Ttd

-Nma L€ngkap-

Ketcrnge i

laporm ini disusun ollh Ptrtai Politik a6u cabunSm Pdai Politik

I Diisi denSd nma Pafrai Politik atau Gabungu Partai Politik pengusung Pasegil Calon

z Diisi dengm nma PasMgu Calon ymg diusung Partai Politik/cabungm Partai Politik

3 Diisi degil periode sumbugm Dsa KMpilye (periode sejak ditetapkm scbagai calon oleh KPU dm berakhir per toggal akhir msa kampmye)
4 Diisi dengm nomor urut
5 Diisi dengm tdggal pembcrian sumbmga Dua KMpanye
6 Diisi dengu jumlah sumbmgu ymg diterina

. Diisi dengu Jumlah Sumbmgm Dana KMPmye dalm bentuk uug/rupiai (temasuk sumbmgm da.lm bentuk bdmg/jasa yag telah dikonverei ke da.lm rupiah sesuai denge htrga pasd)

MODEL LPPDKS.PARPOL

No.a Tanggals
Jumlah Sumbangan 6 Bentuk Sumbangan 7

Asal Sumbangans
Nomor Rekenlng

Penyumbange
Nomor Rekening

Penerimalo Buktirr Keterangan
(RP) u" Unit 6b

I Unal BarangTb JasaT'
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b Diisi dengm Jumlah Sumbdgd Dana Kamp@ye dalm bentuk Bdeg
7 Diisi dengd Bentuk sumbegd ymg diterima

a Diisi denge bentuk sumbmgm berupa uang tunai
b Diisi dengd betuk sumbegm berupa bardg
c Diisi dcnga betuk sumbmgs berupa jasa

8 Diisi dengan asal sumbogm/pemberi sumbmga
9 Dtsi dengm nomor rekening pen5rumbmg (sumbmgd tunai)

10 Diisi denga nomor rekening penerima sumbanga (sumbmgm tunai)

11 Diisi dengm bukti sumbmgm (bukti tmsfer, nota bamg, dlll
12 Diisi dengd keterugm terkait sumbegm
13 Untuk Gabungm Pmai Politik ditddatangoi oleh Gabungo Partai Politik pengusung Passgd Calon dd cap seluruh pmai pengusung
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I,oOO PARPIOLIGABT,TGAT
PARPIOL

PARTAI POLITIK/GAAUNGAN PARPOL 

-,

DEWAN PIMPII'IAI{ DA.ERAII PROVINSI/I(ABUPATEI{/KOTA*)

NA"IVIA PROVINSI/XABUPATEN/KOTA 

-2

DATTAR PENERIMAAI{ SI'MBANGAN DAilA KAMPANYE PAAAITGAN CALOII 3

PERTODE .........s/d.......... 4

LAMPIRAIT TORUI'LIR MODEL
LPPDKS.PANPOL

NO
ASAL SINIBANGAN
DANA KAMPA"I{YE

BENTUX SIIMBANGAN DANA KAMPAITTE
JUMLAH

(Rp.) t KETERANGAN 9
UANG 5 BARANG 6 JASA 7

(Rp.) tRp,l tu (Uaitl 6h (Rp.) 7' (Bentukl ^

I Pasangan Calonlo

a. NamaCalonGubemur/Bupati/walikotar0"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/wakil Bupati/wakil

-walikota'o'
2. Partai Potit.ik dan/atau Gabungan Partai Politikrr

a. Nma Partai Potitikr l"

b. Nama Partai Politikrrb

c. dst.

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 12

a. Nama Penyumbang 12"

Alamat Penyumbang t2b:

No. Telp Penyumbang r2':

No. Identitas Penyumbang r2d:......

No. NPWP Penyumbmg 12'

b. dst.

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

a. Nama Kelompok 13'

Alamat Kelompok r3b:

No. Telp Kelompok 13"
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No. Identitas pimpinan kelompok '- ' 
.........

No. NPWP pimpinan Kelompok 13'

b. dst.

c. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14

a. Nama Badan Hukum Swasta 14a

Alamat Badan Hukum Swasta 14b

No. Telp Badan Hukum Swasta l4c : ..............

No. Identitas Badan Hukum Swasta l4d

No. NPWP Badan Hukum Swasta l4e

b. dst.

TOTAL TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15

Ketua Parpol/Gabungm Parpol

Ttd

-Nama Irngkap-

Bendahara Parpot/Gabungan Parpol
Ttd

-Nama Lengkap-

Ketcnagan :

Lapon! lDl disuu olch Partal Poutlt atau Gabuagan Partai poUu.L

1. Diisi dengan nama Partai Politik/cabungan Partai Politik Pengusung pasmgm Caton
2- Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat pemilihan berlangsung
3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/cabungan partai politik

4. Dituliskm periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dma Kampanye (periode sjak penetapan pasangan caton oleh KPU empai dengan berakhimya masa kampanyel
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mta umg lain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalm mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tmggat transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dma Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengm jumlah penerimaan sumbangm Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasrkan harga pastr.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangm berupa bamng ymg diterima.

7- Penerimaan Sumbangan Dma Kampanyeyang berbentukjasa:
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengm nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga paur.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupajasa yang diterima.

8. Diisi dengm jumlah penerimam sumbmgm Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kotom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barmg dan jasa.

2
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I O. Penerimaan yang beraul dari Paengm Calon ymg sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
b' Diisi dengan nama Calon Wakil Oubernur/wakil Bupati/wakil walikota beserta nilai penerimaannya

a. Diisi dengan nama Partai Politik besrta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. DiisidenganjumlahsumbanganDanaKampanyeyangberasaldarisumbanganpihaklainperseorangan.

a- Diisi dengm nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penJrumbmg

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (akti!
d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengm Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kmpmye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbmg kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbmg
c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (akti0
d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dui sumbangan badm hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badm hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penlrumbmg
c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (akti0
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirim badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum sasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kmpanye ymg diterima Pasmgan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Potitik ditandatangani oleh Gabungan Patai Politik pengusung Pasmgan Caton dan ep sluruh partai pengusung

'pitih elah satu

J
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAI{

DAI{A KAMPAITYE PEMILIHAN GI'BERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAIflL BI'PATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR

Pada hari
Nama

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kalrri tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-

LOGO PASANGAN
CALON
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAIV PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GI'BERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAIT WAITIL BIIPATI/WALIKOTA DAN WAIIIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (alrtifl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PE}TruMBANG
PIHAK LAIN BADAN HITKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIIIAN GI'BERNUR DAN WAITIL GUBERNUR/ BUPATI
DAI{ WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAI{ WAIilL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana me stinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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ModelLPPDKI-
PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORAGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAII WAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAT{ IIIAKIL WALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota

adalah Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*, dan

Calo n Wakil Gubernur/Wakil Bu pati/Wakil Walikota_

ad alah Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota",

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota"n dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Tahun 

- 

yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**,
sebagai berikut:

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A. UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye
paling lambat pukul 18.O0 waktu
setempat) kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP
Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Watikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-
PERSEORANGAN;

b. Formulir Model LPPDK2-

1. Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**; dan

2. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor
Tahun
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-2-

NO HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

PERSEORANGAN;
c. Formulir Model LPPDK3-

PERSEORANGAN;
d. Formulir Model LPPDK4-

PERSEORANGAN;
e. Formulir Model LPPDKS-

PERSEORANGAN;
f. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain perseorangan;
g. Surat pernyataan pen5rumbang

pihak lain kelompok;
h. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain badan usaha;
i. Copg bukti Tagihan/Utang;
j Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

Dilampiri dengan :

a. LADK yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN;

2) Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN;

3) Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN;

4) Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN;

5) Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN; dan

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LPSDKI-
PERSEORANGAN;dan

2) Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN.

tentang Dana
Kampanye Peserta
Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**.

2 Periode
Pencatatan
Dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat masa Kampanye berakhir.
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-3-
t

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI{AIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

B. PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPAIYYE PEMILU

3. RKDKP Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang, pada

Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dibuka oleh Kami
atas nama Kami pada Bank

4. Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk hutang
dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan
dalam LADK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah di bawah
ini;

a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

b)Rp. 75O Juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha swasta.

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU

Provinsi/KlP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota

6 Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan yaitu 1 (satu)
hari sebelum masa Kampanye
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu

Kami
LPSDK

mematuhi penyerahan
sesuai dengan jadwal

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



-4-

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 U

Pelaporan
LPSDK ke
KPU

sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan KPU tentang tahapan,
program dan jadwal disampaikan
kepada KPU Provinsi/KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabila Kami menerima
sumbangan yang dilarang Kami
mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggu.nakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi/KlP
Aceh untuk Pemilihan Gubernur
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati atau
Walikota dan bukti Surat
Setoran Penentuan Peneriman
Negara Bukan Pajak ("SSPNBP').

c. LADK DAN LPSDK

7 Periode

Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan
dan Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

I 2 3 4 5

penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu)
hari setelah Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur
atau Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota
ditutup I (satu) hari sebelum
laporan penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

8. Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten

lkota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami.

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menJrusun LADK yang
memuat informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye.

10. Cakupan
LPSDK

Kami menJrusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan
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Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON

GUBERNUR/ BUPATT /WALIKOTA*

Ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL

BUPATI /WAKIL trIALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keteranqan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

yang diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.
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MODEL LPPDIj'2-
PERSEORANGAN

LOGO PASAITGAN
CALON

PEMILIHAN GT'BERT{I'R DAN WAKIL GT'BERIUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ I(ABT'PATEIiT/KOTA
NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAIY DAI{A I(AMPATIYE
Perlode dari tanggal 

-s/d 
taatgal 

-3
Nomor Rekening Khusus :

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A. SALDO PERs

Kas di Rekening Khusus6
Kas di 7

Barangs
Tagihan kepada 9

Utangro

B. Penerimaan tl

I Pasangan Calon12

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 13

3. Sumbangan Pihak Lain Kelompokt+

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usahars

5. Lain-Lain Komitmen16

c. PengeluaranlT
I Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasls
b. Pertemuan tatap mukale
c. Pembuatan/produksi ildan di media massa

cetak dan media massa elelitronik2o
d. Penyebaran bahan Kampanye kepada

umum2l
e. Pembuatan desain alat peraga Kampanyezz

f. Rapat umum23
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan24

h. Lainlain2s

2 Pengeluaran Moda126

a. Pembelian Kendaraan2T

b. Pembelian Peralatan2s

c. Lain-lain2e

J Pengeluaran Lain-Lain3o

a. Pemberian Piutangrt
b. Pembayaran Utang:z

D. SALDO PER33

Kas di Rekening Khusus3a

Kas di 35

Barang36

Tagihan kepada 37

I
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
Utang3s

CALON GUBERNT'R/BUPATI/trIALIKOTA* CALON trIAKIL GT'BERNUR/WAKIL BT'PATI/WAXIL

ttd
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar flumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

ll. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat beral<hirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
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17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi anta.ra lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
Iain-lain pengeluaran terkait dengan alrtivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lainlain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) ildan Media massa cetak dan media massa elelrtronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lainlain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuari tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Akiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

27. Diisi dengan jumlah/banyatrmya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/baayaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).
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30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (iumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu
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LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAISL BUPATI/WATIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/T(ABUPATEN/KOTA 

- 

I

NAMA PASANGAN CALON 

-2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL 

- 

S/D 

- 

3

CAJ.ON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Dfti n@a Provinsi/fabupat o/Kota temp6t Pamgm Calon ma.alonkan diri.
Dibi naDa Pas4ge Cal6 ysg melaporkan Dana kipary.,
Dtsi d6ge p€dode p.laporan {p6iod. sjak pcn.tee pastlse.a.lon oleh KPU 6dpai dmtm beekhirnya m6a kampmy.).
Dii.i denge no6or lnt kcgiatan.
Diisi d6ge tegaal pada @t pcnSgunal tdjadi
Diisi d@ga noEor bukti yary maunjukan adanya p@g.luee Dam (dpmye rlapat berupa keitdsi, bukti tresf6, buki Dengelu{e atau bukti pcng.luM lainnya,
Diid dogm b.ntuk aktivitas kupey. dapat berupa

I
2
3
4
5
6
7

MODTL LPPDK3.
PERSEORANGAN

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk AktivitasT Jumlah Kas (Rp)8
Jumlah Non Kas

(Unit)e

Klasifikasi Pengeluaran 1o

Keterangan I I
I loa 2rob J 10c

a
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8

I

a. Pengeluee Op.rai
1l Pertemu@ tEbats meliputi mtara lain t ssaksi biaya seM geduS/rueg , cetak mdange, /oto @pv, alat tulis kdtd, tansPortati, konsmsi, pertind de

lain lain pdgelueo t rkait dage aktivits rapat tdbatas.
2) Pertemum tatap nuka, m.hputi ttdsksi mtda lain biaJa sea g€dung/ruogo, cctak unddgan, /oto @pg, alat tulis kdtq, transportasi, konNm.i. P.rizinu de

ld!-lan pdS.Iuds terkait dogd aktivitas tatap muka,
3) Media bis.s cebr< de Eedia msq clekt onik mm.akup trusalsi dtala lain biaya p@buatan iklan hdio, iklm media etak, iklan teldi3i dm iktan lainnya

md$unakan media etak den elekkonik (y6g dibiayai oLh Pasatua Calo! adalah Biaya Produksi/Pffibuatan Ikle scdsSke p.nyEremnya dibiryai oleh KPU,
&suar pcraturm l.PU yeg Ecngitu t€nt4g k@pey.).

4l peny€b;e ba,Ilu LampeJE kepada EuD mdcakup k€giate yua menimbulkan trms€tsi, t Basut biaya produksi dm psyebdan bahd kmpdye ysg
dibisyai oleh pssegd Carm, mtala lain biaF bahe kaEpey. b.rupa pakaiei p.rutup k pala, alat minum, kalend.r, kamr n8a, prn, arat tulis, parug de/atau
stikcr paring b€sd ukure 10 cm x 5 .m ssu.i peEtuu (PU )8ry mogatu. tcnteg kap&ry€.

5l Pembuata d6an alat peraga K@pey. hcn@ldp etda laid biayaja.s pmbuatan deein alat pcraga I<ampanve.
6) (.giatan lain ymg tida.k Eelanggtr lddgd Kaopeyc Pmilihm de perature p.rund.ng undanea Emcakup ot@ lan rapat umum yang dibatasi, kegiatm

k budqyM (potas *ni pucn raya, kmsd musik), kcaatd olah rasa lg6ak jalu sra1, sep.da @tai), k€giat4.o!ia.l (bau, donor d{an, p.rbhbaan, hryi
deg tanu), dan kampeye melalu D.dra sGi.I

b. Pcng€lu@ Modal
1) p.nb.rim K6dd6d diisi dcngd jumlah/banyaknya kend.ltm y6g dibeli du dinilai ddge rupiah kendM t6&but bcrdadke hdsa pa$r.
2i P.hb.lid Peralate diisi d@8ar jumleh/beyELny. p.ralate yeg dib€li de dirile dengd rupiah pdalatan tqebut berdaske hEsa pas. Pchb.lie paalarrn

sp.rh komputer, inrentais daD lainlarn.
.- P€ng€Iu66lain-lan dilur pengelu@ opda$ dan perydudm modal,
Dnsi d;gd nilai rupiah penggrr@ ylis dik.luukan sel)e tunai de/atau konvd.i bdeg/ ja.a ke dalM nilai Rupiah, Rp {Rupiah) bdupa u&s hds disajike dalu
tentut oiata uog Rupian. Ap;bih t€rdapat Eata ueg la,n, mar<a sjitu dal@ b.ntuk konv€.si Eata udg tds.but kc dalam frata uary Rupiah d€ngd ku8 tmgah Bar*
Indon$ia pada tatrggal tlesaLai.
Dnsi deDgaijumr.l satue udt p€ngeludm bsupa bdoafi@ ymg dikeluar*6, Udit bcrupa pngeludd bdupa bees du jea, hdur dbqiik,n d'l,m b.ntuk .atuan
bdes du jae ter*but. Jika bafus do jasa ters.but dapat dik tanui nilai rupiahnya, m6ka *jikm juga nilsi rupiah batag dd jae t r..but bsdaske h{sa pas.
contohnya mtea lain ja6a artis, s@d sgsren, s*a peggung, tt sportsi, do laitrlain
(oiom Kla3i6kas P6g.ludm dibi dcnge :

a. cek ust pada koloD I apabrra peng€ludd bqasal dan pdgeluds opdai
b. Cek list pada kolom 2 apabila p.ng.ludm b@sal dari Eodal.
c, cek ltt Pada (olum 3 apabila pos.lusd be€sal ddi pengeludan lainlain.
Pada Kolum Kctoansan diisi ilengo ha.l-har lan ydg pdlu dijelaske
Rctdangm taDbaho:
a, Daftd Aktivitas dd Pengeluee Dua Repanye dilampiri doSan Bukti buki Ttdsat<si P68cluam.
b, untuk Pcmiliha Out,mu de wakil Gub.mur, Lspo.s ditandateaani oleh Pasgm calon Gubcmur dm w.kil ouh€mur-
c. Untuk p€miliha Bupati dm Wakil Bupati atau Walikota dd Wakil walikota, Irpo.m ditandatatrgmi oleh Pas ae Calon Bupati dm War. Bupati/Palege Ca.lon

walikota dm wakil walikota.

10
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a
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a
a

LOGO PASANGAT{
CALON

PEMILIHAIT UMUM GI'BERIIUR DAN WAXIL GUBERIYUR/
BUPATI DAN WAXIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA

NATIIA PROVINSI/I(ABUPATEIT/KOTA 

-I

NAMA PASANGAN CALON
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal _s/d _3

NO{ URAIAN5 JIIMLAH KAS lRPf o WMLAH NoN KAs (Unitl? KETERANGAIit8

CALON GUBERNI'R/BUPATI/ WALIKOTA CALON WAKIL GUBERITUR/WAKIL BUPATI/UIAKIL

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

MODEL LPPDII+-
PERSEORANGAN
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a ,

4. Diisi densm nomor mL
5. Diili ddg6 BaLlo e€l (pd tdggal pcnctapd pasg6 C€l@) dd saldo aktn period. tutup truku (pd ttug8ar b.rakhimya me kupany.)
6. Diisi do8a nn.i rupi.! apabila saldo/ka. tdebut b.rb.ntuk ums frn.i Apahila t rdapat mata uag lain, haka lEikh dald bdtok kdv6i mta udg teGeDut ke daram

Eata umg Rupiah d6ge kuE tm8ah Bmt hdonBia pada brygsl trssbi.
7. Dii.i daad jumlah ratue udt apabila .aldo/k r t r&but b@pa bffi& Unit bmpl bsmg hmr dirajikan dalD batuk satue bdattg tcr..but, Jika bdsg te.ebut

dapat dikct hui.ilai rupiahnya, mata.qiiko juga rilai rupiah baEna t E.hut b.rda$*.n hsga pas.
a. Pa.la kolom x.t l gd diisi d6ga hal-har hin ,EDa Frlu di.la*.r.
9. Kctct go t mbahe:

a Untuk Pdilihe Gubmu do w.*il Oub.mur, tapdd ditddat8 gei oleh Pedg& Caton Gubour de Wakjl Gub@ur.
b, Untuk P@ilihe Bupati.Lan lv.kil Bupati atau Walikota dd Wakil waukota, Iapo@ ditadatagdi oleh F!@gm C€]on Bupari dm wakil Bupati/Psnse Cslon

walikota dd wakil walikota,
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a

MODEL LPPDKS-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERI{UR DAN WAKIL GUBERI{UR/BT'PATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAI{IL WALIKOTA*

I{AMA PROVINSI/ KABUPATEI{/ KOTA

PASAITGAI{ CALON 2

DAFTAR PEI{ERIUAAX SUMBAIYGAN DANA KAMPAI'IYE

PERIODE .,.......r/d...,,..,,. 3

NO
ASAL SIMBANGAN
DA![A KAMPANYE

BENTT'Ii SIJMBANGAN DANA KAMPAIIYE
JI'MLAH
(Rp.l' KETERANGAN 6UAI{G 4 BARANG 6 JASA "

(Rp.l (Rp.l $ fUnitl 5b lRD.l 6' lBeutukl 6b

I Pasangan Calone

a. NamaCalonGubemur/Bupati/walikotae"

b. Nama Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil

- 
walikotano

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan lo

a. Nama Penlrumbang lo"

Almat Penyumbmg'oo: ......

No. Telp Penlumbang ro": ...........

No. ldentitas Pen)rumbmg'ot:..................

No. NPWP Penyumbang ro'

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok tr

a. Nama Kelompok ll"

Alamat Ke lompok rrb:

No. Telp Kelompok rr"

No. tdentitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'

t

I
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, 'll 
f,

dst.

4 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta l2b :...

No. Telp Badan Hukum Swasta 12c

No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d

No. NPWP Badan Hukum Swasta l2e

b. dst.

TOTAL '3TOTAL !3 TOTAL 13
TOTAL '3TOTAL

Calon Gubemur/ Bupati/Walikota Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ttd

-Nama Lengkap-
Ttd

-Nma lrngkap-

Xeterugan:
Laporan ini disusun oleh Pasmgan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihm berlangsung

2 Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangm

3. Dituliskan periode Iaporan penerimaan Sumbangan Dana Kampmye (periode sejak penetapan Pasmgan calon oleh KPU sampai dengm berakhimya masa kmpmyel.

4. Diisi dengil total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata umg lain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata umg tersebut ke dalm mata uang Rupiah dengan kurs ten8ah Bank lndonesia pada tanggal tmnsaksi.

5. Penerimaan Sumbangan Dma Kampanye yang berbentuk barmg:

a. Diisi denganjumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

6. Penerimaan Sumbangan Dma Kampanyeyang berbentukjasa:

a. Diisi denganjumlah penerimaan sumbangil Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversijasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

Z- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kmpanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincianjumlah unit pada kolom barang danjasa.

9. penerimaan yang berasal ddi Pasangm Calon yang sumber dananya berasat dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nam Calon Gubernur/Bupati/walikota berserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengm nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

lO. Diisi dengm jumlah sumbmgan Dana Kmpanye yang berasal dari sumbangan pihak lain persorangan.

a. Diisi dengm nma penyumbang

,
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b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengm nomor telepon penlumbang yang dapat dihubungi (akti0

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak penyumbmg

t 1. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kmpmye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan a.lamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (akti0

d. Diisi de ngan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak pemimpin kelompok

1 2. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badm hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbmg

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi {akrif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirim badan hukum swasta.

e. Diisi dengm Nomor Pokok Wajib Pajak badm hukum sasta
13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangm Dana Kampmye yang diterima Pasangm Calon

1 4 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatmgani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

.pilih ulah satu
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPATYYE PEMILIIIAN GI'BERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karrli tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

-Er
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPAITYE PEMILIIIAIY GI'BERNUR DAN UTAIIIL GUBERIIUR/ BUPATI
DAN 1VAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
nomor telepon/telepon
genggam (al<tif)
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatalan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

;
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II}GO PTAilTGT.r
c,rIDIt

3[aare frsaagEa Caloa

SI'RAf PERITTATAAIS PEIYYT'UBAITG
PIEAE LIUX BADAIT E{'XIn[ ggASTA

DAITA XAIPAI{YE PffiILISAIT GI'BERITUN DAIS VAtrII, GI'B5AI{I'RI
BOPATI DAr( grKIL 3IIPATI/WALIT(ODA DAr ITAEIL SAIITOIA

flOUOR: 

-

Padahari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukurr
$rrasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NP\YP badan hukum
snrasta

Nama Dircksi
Atsnat Direksi
Nooo,r tdepon/telepou
geteq*am aktif
Nama Femegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
t. Kami tidak dalam keadaan menungak peiak;
2. Kami tidak dqlam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak bcrasal dari ti$dek pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengilel

Demikian surat pcrayataan hi:ihfa buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan eebe gpi'nana aestinya.

ttd. Penyrmbang

-Nqrra Lcngtrap

,
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